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pada 2019 secara umum yan,

serapan anggaran menca-
pai 964 persen. Untuk ang-

‘garan yang tidak terserap
disebabkan beberapa hal,
" diantaranya karena waktu

sehingga menjadi Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Ta-

hun Berkenaan (SILPA).
“Pada 2020, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
RpL860 triliun. 364 persen
merupakan belanja ~ tidak
langsung dan sisanya belanja
langsung,” pungkasnya.
-Kepala DPMTK-PTSP
Kota Pontianak, Junaidi
mengatakan, penghargaan

sampai di Wilayah Bebas
Korupsi  (WBK). Namun
tentu akan menuju Wilayah

" Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM).
Ia menegaskan saat ini

untuk pelayanan yang di- -

lakukan bebas dari pung-
utan liar (pungli). Pelayanan
prima juga diberikan kepada
masyarakat.

“Pelayanan yang respon-
sif juga diberikan kepada
masyarakat,” ucapnya.

Dia menambahkan, ma-
syarakat yang dilayani harus
merasa nyaman. Serta pelay-

~ anan juga harus s

dar Operasional Prosedur
(SOP). - Transparansi juga
harus dikedepankan dalam
pelayanan.

Sementara itu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Pon-
tianak, Dian Eka Muchairi
berharap dalam proses
pembebasan lahan agar
mengedepankan  human-
isme. Sehingga masyarakat

‘merasa tidak ada yang diru-

gikan.

Ia menyebutkan hingga
saat ini masih belum ada ke-
luhan dari masyarakat. War-
ga juga mengapresiasi adan-

' ya pembangunan duplikasi

Jembatan Kapuas Satu.

“Kita berharap Pemkot
sebagai perwakilan pemer-
intah pusat bisa menyele-
saikan masalah ganti rugi
pembebasan lahan dengan
humanis,” ucapnya.

Dia mengatakan, tujuan
utama pembangunan dup-
likasi Jembatan Kapuas Satu
adalah untuk menekan ke-
macetan, terutama arus yang
menuju Pontianak Timur.
Dengan pembangunan yang
juga didukung Anggaran
Pendapatan dan Belanja Na-
sional (APBN) diharapkan
bisa selesai dalam waktu
dekat. (din)
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